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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, 

terutama mereka yang miskin sumber daya,kaum perempuan dan kelompok yang 

terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara 

mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi 

proses pemberdayaan masyarakat.1 

Pemberdayaan adalah salah satu upaya mempengaruhi kehidupan manusia, 

baik itu aspek kehidupan, kesehatan, soaial, dan agama. Apabila kebutuhan sudah 

terpenuhi dalam suatu masyarakat akan membawa kelompok positif terhadap 

perkembangan dan juga akan mengurangi kemiskinan dalam suatu masyarakat.  

Sesungguhnya Islam adalah agama yang peduli terhadap sesama, 

kesejahteraan masyarakat terbukti diri kehidupan yang layak, maka dari itu 

masyarakat harus mampu mengelola sumber daya yang ada. Sebagaimana Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

                               

   

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa, dan jangan tolong-  menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa_Nya.2 

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah 

termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur’an. karena Allah mewajibkan 

1 Totok Mardikanto, et al. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), h. 61 

2Depag RI, “Al-Qur’an dan terjemahannya” 

1 



2 
 

kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan 

apa saja yang berguna bagi umat manusia. Baik pribadi maupun kelompok, baik 

dalam perkara agama maupun dunia, juga melakukan setiap perbuatan takwa, yang 

dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam 

keselamatan mereka. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, disebutkan 

bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan 

dapat pula dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan 

ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan dibidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur serta akses berusaha dan memperoleh kesempatan kerja serta stabilitas 

keamanan dan tidak adanya gejolak sosial. Apabila pertumbuhan dan pemerataan 

tidak dapat dilaksanakan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, akan berdampak 

kemiskinan meningkat.3 

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah 

kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia 

yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai.  

Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, 

keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya 

manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, 

parlemen maupun masyarakat.4 

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan 

untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan 

                                                            
3Skripsi Shandi Ananta, Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga, 2016, h. 2 
4 A. Ahmad Sukarno, Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahnnya 

Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan, (Jurnal Administrasi Public, Vol. V No. 2; 
Makasar:PKP2A II LAN, 2009), h. 14. 
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daya beli mayoritas masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara 

langsung masyarakat yang membutuhkan.  Seperti program pendidikan 

perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin 

dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, 

program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktivitas utama yaitu: 

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan 

pelayanan kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan 

tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.5 

Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung, salah satu 

sebabnya adalah rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya 

daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab 

tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia 

dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah serta 

kebanyakan masyarakat di kecamatan lubuk begalung khususnya di Kelurahan 

Pegambiran Ampalu Nan XX yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai 

buruh dan petani. 

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung 

merupakan lokasi yang dijadikan lokasi dalam tulisan ini. Adapun pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan 

XX Kecamatan Lubuk Begalung yang sebagian penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan 

masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-

anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Di 

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX terdapat 121 keluarga miskin yang 

                                                            
5Soemitro, Sutyastie dkk., Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

2002), h. 31 
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terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), dimana keluarga tersebut 

memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang 

bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.  

Program Keluarga Harapan (PKH) digulirkan di Kecamatan Lubuk 

Begalung untuk merespon permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di 

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Dengan adanya Program Keluarga 

Harapan (PKH) ini, dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin 

yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung khususnya terdapat di Kelurahan 

pegambiran Ampalu Nan XX untuk ikut berperan serta terhadap Program Keluarga 

Harapan yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan 

mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan 

pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang 

selama ini menjerat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dapat disadari 

sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi 

keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX 

telah berjalan mulai tahun 2014 sampai sekarang, dan selama 4 tahun ini antusias 

masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semangat 

masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya 

yang dipimpin oleh pendamping PKH Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. 

Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu 

rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka 

tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti 

pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi 
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mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu 

dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan 

yang lebih baik.Namun tidak jarang juga ada orang tua yang tidak peduli dan 

bahkan membiarkan anaknya bekerja disawah membantu orang tua padahal 

seharusnya mereka belajar di sekolah. Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu 

merubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka 

mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan 

diharapkan para orang tua mampu memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti terdahulu yang 

melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian 

terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi: 

1. Firma Kusuma Indrayani, dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Program 

Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun” mengemukakan bahwa: PKH di desa Sugihwaras Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun adalah suatu program yang sangat efektif untuk membantu 

RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan dengan 

hasil presentase subvariabel peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang 

mencapai 88%. 

2. Apando Ekardo, Firdaus, & Nilda Elfemi, dalam jurnalnya yang berjudu: 

“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan” mengemukakan 

bahwa: PKH di Nagari Langan Hilir Punggasan sudah tercapai jika dilihat dari 

segi bidang pendidikan anak-anak dan bidang kesehatan. Hanya saja mereka 

mengatakan dalam penentuan sasaran PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan 

masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan di lapangan 
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masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas yang 

mendapat bantuan, ini terungkap ketika mereka melakukan pengamatan ke 

rumah peserta PKH. 

3. Lidiana, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir, dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh dan Efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Muara Tiga Kabupaten Pidie”. 

Mengemukakan bahwa: Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 

partisipasi pendidikan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie telah 

dilakukan dengan sangat efektif. Kedua, Bantuan PKH mampu menjelaskan 

atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak RTSM di Kecamatan 

Muara Tiga Kabupaten Pidie. Dan Ketiga, bantuan PKH berpengaruh 

signifikan terhadap partisipasi pendidikan anak-anak RTSM di Kecamatan 

Muara Tiga Kabupaten Pidie. 

Berdasarkan 3 jurnal ini menjelaskan bahwa bantuan PKH meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan bidang 

kesehatan hanya sebagai stimulan saja kepada peserta, dana tersebut menurutnya 

belum bisa memutuskan mata rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan dan 

bidang kesehatan, sebab bantuan tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuahan 

pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji 

ulang pengaruh PKH yang ada di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX 

terhadap Masyarakat Miskin, tentu penelitian ini akan menghasilkan output 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Fenomenanya yang penulis dapatkan dilapangan yaitu pemberian BLT ini 

memang di khususkan hanya untuk masyarakat miskin saja. Pemberian BLT ini 

bukannya di berikan sekali tiga bulan tetapi malah sekali enam bulan yang 
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seharusnya diberikan satu kali selama tiga bulan, tetapi kenyataan yang di dapatkan 

atau di terima oleh masyarakat itu hanya enam bulan atau lebih dari bulan yang 

ditentukan pemberian BLT itu berlangsung. Ada masyarakat yang tidak bisa 

mencairkan dana tersebut, pada saat mengambil uang BLT tersebut masyarakat 

yang mendapatkan “Kartu Perlindugan Sosial” terlebih dahulu membawa KTP dan 

KK dan diperlihatkan kepada petugas pembagian dana BLT tersebut, ada 

masyarakat yang setelah di perlihatkan persyaratan tersebut petugas mengatakan 

bahwasannya KPS tersebut tidak dapat di pergunakan lagi. 

Hasil penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa PKH di 

Kecamatan Lubuk Begalung adalah salah satu upaya untuk mengurangi 

kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai langsung yang meringankan beban 

orang tua dalam biaya sekolah anaknya dan juga terjaga kesehatan anak tersebut. 

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX saja contohnya penerimaan BLT yang 

harusnya sebanyak 4 kali dalam 1 tahun namun ada yang menerima 1 kali bantuan 

saja. Oleh sebab itulah peneliti ingin meneliti tentang bantuan langsung tunai 

kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul  “Pelaksanaan danDampak 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Melalui 

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan 

Pegambiran Ampalu Nan XX”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melihat 

Bagaimana Pelaksanaan dan Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Terhadap Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. 
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2. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi masalah yang 

penulis teliti pada: 

a. Bagaimana proses pelaksanaan BLT melalui Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX? 

b. Apa pengaruh BLT terhadap masyarakat miskin di Kecamatan Lubuk 

Begalung Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan BLT di Kelurahan Pegambiran 

Ampalu Nan XX. 

b. Untuk mengetahui pengaruh BLT terhadap penduduk miskin di 

Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara akademis, dapat memberikan sumbangan positif terhadap 

keilmuwan di Departemen Kesejahteraan Sosial, dan menjadi sumber 

informasi bagi peneliti lain maupun mahasiswa yang tertarik 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

b. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan serta mengasah 

kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah. 
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c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Program 

Keluarga Harapan (PKH 

D. Penjelasan Judul 

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, perlunya 

penjelasan dari Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap 

Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lubuk 

Begalung Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. 

1. Pembagian bantuan langsung tunai di sini merupakan sebuah bantuan yang 

dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Dampak 

bantuan ini dapat dilihat dari bagaimana tanggapan masyarakat terhadap 

proses bantuan tersebut, terhadap manfaat dari bantuan tersebut dan 

bagaimana proses dari bantuan tersebut.    

2. Masyarakat miskin yang menerima bantuan ini berhak, maupun tidak 

berhak dapat kita teliti dengan cara berapa jumlah pengeluaran mereka 

perbulannya, apa yang pekerjaan yang mereka miliki, dan berapa banyak 

jumlah tanggungan yang mereka miliki, dan apa saja aset yang telah 

mereka miliki selama bertempat tinggal di Kelurahan Pegambiran Ampalu 

Nan XX. 

3. Program Keluarga Harapanadalah program  pemberian bantuan tunai 

bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin 

(RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Secara khusus, 

tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan kualitas 

kesehatan RTSM/KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak 

RTSM/KSM dan meningkatkan akses serta kualitas dan kesehatan, 
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khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.6 PKH difokuskan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui 

pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah 

sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. PKH 

yang dimaksud adalah PKH yang berjalan di Kecamatan Lubuk Begalung. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang garis-garis besar dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika  penulis sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan 

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan teoritis, pengertian kemiskinan, dan  program keluarga 

harapan. 

BAB III : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian  

BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian 

BAB V : Bab ini berisi tentang penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan, saran-

saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 

RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, h. 13. 


